
I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 194~.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bcrsih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 385I):

3. Uudang-Undang Nornor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lejnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2001 Nornor 135. Tambahan
l.cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagairnana telah diubah
dcngan Vndang-llndang Republik lndonseia Nomor 35 Tahun :W08 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 21 Tahun :WO I tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 122. Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarnu.
Kabupaten Keerom. Kabupaten Sorong Selatan, Kabuparen Raja Ampat.
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara.
Kabupaten Waropen. Kabupaten Kaimana. Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten
Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Tcluk Bintuni dan Kabupaten Teluk
Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245):

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, maka Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kcdudukan Protokoler dan Keuangan
Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006 Nomor 38.
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 18) perlu diganti
karena substansi materinya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
mcnetapkan Peraturan Dacrah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaklian Rakyat Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni.

BUPAn TELUK BINTUNI,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TELUK BINTUNI

TENTANG

PERATURAN DAERAII KABUPATEN TELUK 8lNTUl\1
NOMOlt 2 TAHUN 2016

BUPATI TELUK SINTUNI

PROVINSI PAPUA BARAT

vlcngingat
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor
82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tcntang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38.1.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagairnana telah diu bah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Daiarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 IS Nomor
2036).

' .•
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Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni;
2. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Teluk Bintuni;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyeJenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;

7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua;
8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan

telah rnengucapkan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupatcn Teluk Bintuni sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah;

10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang memimpin
Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni;

11. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan
penghormatan, perlakuan dan tata ternpat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;

12. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan
mengenai tata tempat, tata upacara. dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan
kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan I atau kedudukan dalam negara, pernerintahan atau
masyarakat;

13. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh
Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Daerah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan
lainnya;

14. Tata upacara adalah aturan untuk mclaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resrni
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni;

15. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat
Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan
atau acara resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni;

16. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara,
Pejabat Pemerintah, Pejabat Daerah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu
dalam acara kcnegaraan atau acara resmi;

t..

BABI
KETENTUAN UMUM

rasa' 1

Menetapkan: PERATURAN DAERTAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN

BUPATI TELUK BINTUNI
'..

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI

Dengan Persetujuan Bersama



4

,· .
8agian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pirnpinan dan Anggota DPRD dalam aeara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten
sebagai berikut :
a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati;
h. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;

··.

8agian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2
(I) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi;
(2) Acara Resmi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri olch Pejabat Daerah dan Pejabat Pemerintah

Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

17. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Teluk
Bintuni;

18. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
• Kabupaten Teluk Bintuni dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;

19. Tunjangan labatan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Teluk Bintuni karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
DPRD;

20. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni schubungan dengan kedudukannya
sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah, Kornisi, Badan
Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran atau Alat Kelengkapan
Lainnya;

21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Teluk Bintuni berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah
jabatan dan perlengkapannyalrumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka
wafatltewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

22. Tunjangan Kegiatan DPRD adalah tunjangan yang disediakan kepada Pirnpinan dan Anggota
DPRD berupa tunjangan operasional kegiatan/tugas rutin, kegiatan koordinasi kerja, kunjungan
kerja ke distrik dan kegiatan lainnya;

23. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa
pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;
Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pcmerintah Pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
Pejabat Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang ditunjuk dan ditugaskan untuk melaksanakan
tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Pejabat Pemerintah Dacrah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian danlatau Lembaga Pemerintah Non Kementerian
di Daerah.

25.

26.
t

27.
A

28.
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Bagian Ketiga
Tata Upacara

Pasal 8

(1) Tata Upacara dalam Acara Resrni dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
(2) Untuk keseragarnan. kelancaran dan ketertiban jalannya acara resmi diselenggarakan tata upacara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..

Pasal 7
Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD
Hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :
a. Pimpinan Sementara DPRD dud uk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Ketua DPRD,

Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebeJah kiri Ketua DPRD;
d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah

disediakan.

Pasal 6

Tata Tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :
a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang

ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di

tempat yang telah disediakan;
e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
f Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
g. Pers/Kru TVfRadio disediakan tempat tersendiri.

_ .
•

•

Pasal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai
berikut :
a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpahljanji dan melantik Bupati dan

Wakil Bupati;
b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil

Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
c. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DRPD;
f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat;
g. Maritan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua

DPRD;
h. Bupati dan Wakil Bupati yang barn diJantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil

Sumpah/Janji dan melantik Bupati can Wakil Bupati .

.•' Pasal 4

'. Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :
a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRO;
c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah Jainnya yang setingkat
Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala DinasIBadanlKantor danlatau Satuan Kerja Perangkat
Daerah lainnya .
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rasal 14
Pirnpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan
Anggaran atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan
lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:
a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan labatan Ketua DPRD.

:.

Pasal 13

(I) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima

perseratus) dari rnasing-rnasing Uang Representasi.

Pasal 12
(I) Pirnpinan dan Anggota DPRD dibcrikan Uang Paket;
(2) Uang Paket sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang

Representasi yang bersangkutan.

Pasal 11

(I) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi;
(2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah

Daerah;
(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Reprensentasi

Ketua DPRD;
(4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dati Uang

Representasi Ketua DPRD;
(5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besamya sarna dengan ketentuan yang berlaku
bagi Pegawai Negeri Sipil.

8agian Pertama
Penghasilan
Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
a. Uang Representasi;
b. Uang Paket;
c. Tunjangan Jabatan;
d. Tunjangan Badan Musyawarah;
e. Tunjangan Komisi;
f. Tunjangan Badan Anggaran;
g. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
h. Tunjangan Badan Kehorrnatan;
I. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

BABDI
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

8agian Keempat .
Tata Penghormatan

Pasal 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang
diberikan kepada Pejabat Pemerintah;

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 21
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya;
(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam I tahun;
b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 tahun;
c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 tahun.

(3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rurnah
dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dibcrikan tunjangan perumahan;

(2) Tunjangan perurnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang
besamya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

(3) Tunjangan perurnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan sejak
pengucapan sumpah/janji.

Pasal 19
Rumah jabatan Pirnpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan
dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak boleh disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan
atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 18

(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-rnasing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya:
(2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlcngkapannya dibebankan kepada APBD;
(3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan

rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling
lambat I (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian

.. '

Paul 17

(I) Pimpinan DPRD disediakan masing-rnasing I (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan I
(satu) unit kendaraan dinas jabatan;

(2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan
dibebankan kepada APBD;

(3) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah
jabatan beserta perlengkapanya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah
Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pembcrhentian.

Hagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16
(I) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan

dan pengobatan;
(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan

yaitu suami atau 1 (satu) orang istri beserta 2 (dua) orang anak;
(3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk

premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan atau Jembaga Jain yang ditunjuk
oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.

"

Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



8

BABV
PENGELOLAAN KEUANGAN

DE\VAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 25

( 1) Sekretaris DPRD rnenyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja Penghasilan Pimpinan dan
Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang
Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;

(2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tersebut
dalam ketentuan Pasal 10. dianggarkan dalam Pos DPRD;

(3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23
serta belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2),
dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut .

BAD IV
BELANJA PENUNJANGKEGIA TAN

DE\VAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH

Pasal 24

(I) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan
wewenang DPRD;

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana
Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Dagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23
(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan

uang jasa pengabdian;
(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa

bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
a. Masa bhakti kurang dari ) (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa

pengabdian J (satu) bulan uang representasi;
b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang

representasi;
c. Masa bhakti 2 (dua) tahun, diberikan uangjasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
d. Masa bhakti 3 (tiga)tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
e. Masa bhakti 4 (em pat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang

representasi;
f Masa bhakti 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.

(3) Pelaksanaan pembayaran uangjasa pengabdian dilakukan pada akhir masa bhakti DPRD;
(4) Dalam hal Pirnpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
(5) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan

secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(6) Jaminan Asuransi bagi Anggota DPRD berlaku selama yang bersangkutan aktif sebagai Anggota

DPRD.

- ~.

•

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi at au apabila meninggaJ dunia dalam

menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.
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PROVlNSI PAPUANOREG PERATURANDAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
BARAT: (2/2016)

LEMBARAN DAERAHKABUPATENTELUK BlNTUNl TAHUN 2016 NOMOR 99

GUSTAF MANUPUm

~nUPATENTELUK BINTUNI,(

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 27 September 2016

Pit.SEKRETxrus DAER

i B ntuni
'''!''I'r.f'>''''1 26 September 2016

LV BJNTUNI,{

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1111 dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 28

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni (Lernbaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006 Nomor 38.
Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku;

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati danlatau Keputusan Bupati.

BABY}
KETENTUANPENUTUP

1'a5al26

(I) Anggaran DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;
(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha pertanggungjawaban belanja DPRO sebagaimana dimaksud

pada ayat (I) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Perjalanan Dinas;
d. Belanja Perneliharaan;
e. Belanja Modal.

(4) Pengelolaan belanja OPRO dilaksanakan oleh Sekretaris OPRD dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

'.
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Peraturan Daerah ini dibentuk atas prakarsa DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Dan sangat perlu untuk dikctahui bahwa Peraturan Daerah ini mcrupakan produk pcngganti
Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Pembentukan produk pengganti dilakukan dengan
maksud untuk penyesuaian sebutan nomenklatur pada alat kelengkapan sebagaimana tersebui
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dimaksudkan pula agar secara
eksplisit dapat mengakornodir kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Selanjutnya oleh peraturan perundang-undangan telah menegaskan bahwa DPRD merupakan salah
satu unsur penyelenggara pernerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk
melaksanakan urusan pemerintahan daerah sebagai wahana demokrasi.

Sebagai unsur pcmerintahan daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan
kerja yang bersi fat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa
antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sarna dan sejajar dalam arti tidak
sating membawahi. Hubungan yang bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja
Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonorni daerah sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut, antara kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan
kerja yang harmonis dan satu sarna lain harus saling rnendukung, bukan sebagai lawan atau
pesaing. Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan
adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal
tersebut bertujuan agar masing-rnasing mempero1eh hak dan melaksanakan kewajiban.
meningkatkan peran dan tanggungjawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin
keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan
hubungan dan mekanisme cheks dan balances antara lembaha legislatif dan eksekutif
meningkatkan kualitas, produktititas dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahretaan
masyarakat.
Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman
pelaksanaan acara Kenegaraan Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Kabupaten Teluk
Bintuni sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan
dimaksud meliputi pengaturan tata ternpat, tata upacara dan tata penghormatan.

Pengaturan tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman
dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta
belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD
Kabupaten Teluk Bintuni bcrdasarkan azaz efisiensi, efektifitas, transparansi dan
bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai
dengan rencanalprogram kerja yang telah ditetapkan. Anggaran belanja DPRD Kabupaten Teluk
Bintuni merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni
Berhubung DPRD bukan merupakan perangkat daerah, maka Sekretaris DPRD Kabupaten Teluk
Bintuni bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD
yang diformulasikan ke dalam rencanalprogram kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Sekretariat DPRD Kabupatcn Tcluk Bintuni serta melaksanakan pengelolaan keuangan
DPRD. Dengan demikian penyusunan, pembahasan, usulan, pelaksanaan, penatausahaan dan

..

l. UMUM

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TELUK BINTUNI

TENTANG

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 2 TAHUN 2016
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Pasal3
Cukup jelas

Pasal4
Cukup jelas

Pasal5
Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Bupati dan WakiJ Bupati Teluk Bintuni
berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Teluk Bintuni .

Pasal6
Cukup jelas

Pasal7
Cukup jelas

Pasal8
Cukup jelas

Pasal9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (I)

Penggunaan fasilitas perneliharaan kesehatan dan pengobatan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

..

diselenggarakan di daerah adalah acara yang
Kabupaten Teluk Bintuni, Distrik dan

II. PASAL DEMi PASAL
Pasal I

Cukup jelas

Pasal2
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Hurufa
Acara resmi pernerintah yang
diselenggarakan di Ibukota
Kelurahan/Kampung.

Hurufb
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

pertanggungjawabannya diperlakukan sarna dengan belanaja perangkat daerah lainnya yang ada di
Kabupaten Teluk Bintuni.

Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas beban belanja DPRD Kabupaten Teluk Bintuni untuk
tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalarn Peraturan Daerah ini, dinyatakan rneJanggar
hukurn.
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Pasal26
Cukup jelas

Pasal27
Cukup jelas

Pasal28
Cukup jelas

Pasal23
Cukup jeias

Pasal24
Cukup jelas

Pasal25
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Teluk Bintuni yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal20
Cukup jelas

Pasal21
Cukup jelas

Pasal22
Hurufa

Cukup jelas
Hurufb

Biaya pengurusan jenasah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah
duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (I)

Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya kepada Anggota DPRD berpedoman
pada standar yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan prinsip
penghematan dan kepatutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 65

Pasal30
Cukup jelas

Pasal31
Cukup jelas

Pasal32
Cukup jelas

Pasal33
Cukup jelas

Pasal29
Ayat(l)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :
a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai

Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni sesuai dengan golongan jabatan.
b. BeJanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai.

seperti aJat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai
Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsurnsi rap at, belanja
listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.

c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD
dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat
Dacrah, baik di dalam daerah maupun ke luar daerah yang besarnya ditetapkan oleh
Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Kantor
DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Rumah Jabatan Pirnpinan.
Rurnah Dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pirnpinan DPRD.

e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/penambahan
gedung kantorlrumah jabatanlrumah dinas, pengadaan perlengkapanJperalatanlrumah
jabatan Pimpinan DPRD dan atau rumah dinas Anggota DPRD,
perlengkapanlperalatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang
sifatnya menambah nilai kekayaan daerah

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

..


